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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak adanya dana desa, pemerintah desa dan masyarakat mempunyai 

harapan penuh untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya 

manusianya. Dana desa hadir untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup 

masyarakat dalam rangka pembangunan nasional,1 tujuan utama adanya dana desa 

adalah untuk mencapai kesejahteraan, adil dan merata bagi masyarakat. Hal ini juga 

merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

di tingkat bawah yaitu pemerintah desa agar dapat mensejahterakan 

masyarakatnya. 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 

bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.2 Selain itu, Peraturan 

Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 tentang penggunaan dana desa yang menegaskan 

bahwa pengelolaan dana desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan desa. 

                                                           
1 Khalida Shuha (2018) dalam skripsinya memaparkan bahwa pemerintah Indonesia terus berusaha 

melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah 

serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa 

masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi 

permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan 

yaitu dengan adanya dana desa. 
2Lihat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (diakses 2 Februari 2020, 18:34) 
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Pengelolaan dana desa perlu dilihat dari sisi demokrasi dan kapasitas 

pemerintahan desa. Salah satunya karena tantangan implementasi undang-undang 

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi bagaimana melakukan penguatan 

kapasitas pemerintah desa3 yang berjalan simultan dibarengi dengan penguatan 

demokrasi di tingkat desa. Selain itu, hal ini memungkingkan terjadinya proses 

pengelolaan dana desa yang melibatkan semua warga desa di dalamnya, mulai 

proses perencanaan sampai pengawasan, sehingga akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa bisa diwujudkan. Pada akhirnya, diharapkan implementasi undang-

undang desa dan pengucuran dana desa dapat memecahkan permasalahan 

kemiskinan di pedesaan.4 

Hal penting lainnya yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa 

yaitu dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan 

pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan 

baku lokal yang ada di desa.5 Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan 

                                                           
3 Heru Cahyono dkk (2020) di dalam KDT, menjelaskan bahwa Penguatan kapasitas pemerintahan desa 

dalam hal ini memiliki sejumlah indikator. Pertama, secara institusional seberapa pemerintah desa 

mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, baik dalam menyelenggarakan, 

melaksanakan pembangunan penguatan kompetensi administratif, SDM, kepemimpinan, pengelolaan 

anggaran. Kedua, secara komoditas, bagaimana pemerintahan desa mampu melakukan fungsi 

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga mewujudkan pemerintahan 

desa yang akomodatif, aspiratif, dan partisipatif. 
4 Heru Cahyono, dkk. 2020. Pengelolaan Dana Desa: Studi dari sisi demokrasi dan Kapasitas 

Pemerintahan Desa. Katalog dalam Terbitan (KDT). Jakarta: LIPI Press. Hal xiv 
5 Kementerian keuangan RI (2020) Di dalam Buku Pintar Dana Desa, menegaskan bahwa dengan pola 

swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri 

oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. 

Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap 

tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku 

lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. 
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sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan 

pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud.6 

Di samping itu, pemerintah desa diharapakan untuk lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dengan pelbagai sumber daya alam yang dimiliki, 

termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu 

besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai tanggung jawab yang 

besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam tata pemerintahannya di mana semua akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan.7 Selain itu, besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah desa harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran oleh 

pemerintah desa.  

Tabel 1.1 

Penerimaan Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2018 

No. Tahun Anggaran Dana Desa di 

Indonesia (Triliun) 

Rata-Rata Alokasi Dana per 

Desa (Ratusan Juta) 

1. 2015 Rp. 20,70 Rp. 280 

2. 2016 Rp. 46,98 Rp. 628 

3. 2017 Rp. 60,00 Rp. 800 

4. 2018 Rp. 60,00 Rp. 616 

Sumber: Data sekunder dari Kementerian Keuangan (data sekunder) 2018 

                                                           
6 Di lihat dalam Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. 2020. Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. Hal iv  
7 Heru Cahyono dkk, Op. Cit. Hal 7 
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Berdasarkan Tabel 1.1, Pemerintah Indonesia telah menganggarkan 

dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada Tahun 2015, 

dana desa dianggarkan sebesar 20,70 triliun, dengan rata-rata setiap desa 

mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada Tahun 2016 meningkat menjadi 

Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta serta di Tahun 

2017, kembali meningkat menjadi 60,00 triliun dengan rata-rata setiap desa 

sebesar Rp. 800 juta. Pada Tahun 2018 dana desa sebesar 60,00 triliun dengan 

rata-rata per desa Rp 613 juta rupiah.8 

Menariknya, langkah pemerintah dalam memberantas kemiskinan 

dengan cara memberikan dana desa patut diapresiasi. Namun, dengan 

meningkatnya dana desa yang dikucurkan setiap tahun belum bisa memberikan 

dampak secara maksimal, sehingga tujuan untuk memperoleh kesejahteraan 

secara merata dan adil bagi masyarakat desa masih banyak yang belum 

terwujud.  

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 

mengkritisi program dana desa yang belum mampu mengurangi tingkat 

kemiskinan. Sejak empat tahun terakhir penurunan kemiskinan rata-rata sebesar 

2,7 %. Angka penurunan kemiskinan itu lebih kecil sebelum program dana desa 

diluncurkan pada Tahun 2015. Sepanjang Tahun 2010-2014, penurunan jumlah 

                                                           
8 Lubherty Dewi Amalia, Sudati Nur Sarfiah, Gentur Jalunggono. 2018.  Efektivitas Pelaksanaan 

Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018. Jurnal Dinamic. 1(1): 

42-54 
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penduduk miskin perdesaan rata-rata mencapai 3.1% per tahun. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan peneliti Indef Mirah Midadan Fahmid saat 

menggelar konferensi pers di Jakarta pada tangga 20 Desember 2019 lalu.9  

Beliau mengungkapkan bahwa "Dibandingkan dengan sebelum adanya dana 

desa, pemerintah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di pedesaan 

rata-rata sebesar 3,1% per tahun,” kata Mirah.10 

Faktanya pelaksanaan pengelolaan dana desa mengalami keberhasilan 

maupun kegagalan. Hasil survey Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan 

Aparatur-I (PKP2A-1) Lembaga Administrasi Negara RI (2017), 

mengidentifikasi tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dan 

penggunaan dana desa di Indonesia, antara lain: a) sumber daya manusia masih 

belum memahami fungsi, tujuan serta manfaat anggaran yang diberikan 

pemerintah; b) pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak tepat sasaran 

sesuai aturan pemerintah dan daerah; c) proporsi pengelolaan dan penggunaan 

dana desa masih dialokasikan pada kegiatan fisik bukan non-fisik; d) regulasi 

yang kontradiktif antara Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemendes-PDTT) 

dengan Pemerintah Daerah (Perbup); e) belum adanya roadmap terkait 

kebijakan dana desa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang; f) 

                                                           
9 Yunianto, Tri Kurnia. 2019. Dana Desa Dinilai Tak Berhasil Kurangi Kemiskinan. 

https://katadata.co.id/berita/2019/12/21/dana-desa-dinilai-tak-berhasil-kurangi-kemiskinan (di akses 

pada Maret 2020) 
10 Ibid., 

https://katadata.co.id/berita/2019/12/21/dana-desa-dinilai-tak-berhasil-kurangi-kemiskinan
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rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan 

kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pelaksana masih kurang. 11  

Namun, dari segala upaya yang telah dijalankan oleh pemerintah 

terutama pemerintah desa sejauh ini, pengucuran dana desa sedikit banyaknya 

telah membantu menurunkan jumlah desa tertinggal. Pusat data dan teknologi 

informasi Kementerian Desa pada Tahun 2017 menemukan jumlah desa 

tertinggal merosot 17% menjadi 7.941 desa, jumlah desa berkembang 

meningkat 10% menjadi 58.313 desa, dan desa mandiri bertambah 7% menjadi 

7.839 desa.12 Data ini menunjukkan bahwa dengan adanya dana desa secara 

perlahan-lahan telah menghasilkan dampak yang cukup signifikan kepada desa.   

Kementerian Desa pada Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah 

melampaui target dengan mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan 

meningkatkan desa berkembang menjadi desa mandiri. Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro 

Sandjojo menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari 

adanya program dana desa. Oleh karena itu, beliau optimistis status desa 

                                                           
11 Jamaluddin dkk. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap 

Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6(1): 14-24 
12 Heru Cahyono, Op. Ci., Hal 3 
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tertinggal akan mengalami penurunan hingga mencapai 9.000 pada akhir 

2019.13 

"Saya yakin selama 5 tahun periode 2014-2019 ini, jumlah desa 

tertinggal akan terentaskan hingga akhir Tahun 2019 menjadi 8.000 

hingga 9.000," kata Eko Putro Sandjojo usai buka puasa bersama 

dengan jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendes PDTT dan 

anak-anak yatim di Gedung Balai Makarti Muktitama, Kantor 

Kemendes PDTT pada Selasa (21/05).14 

 

Hasil program dana desa lainnya adalah desa semakin maju dengan 

telah dibangunnya sebanyak 191.600 km jalan desa, 1.140.378 m jembatan, 

58.93 unit sarana irigasi, 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 

50.854 unit PAUD, 24.820 unit posyandu dan sejumlah pembangunan 

lainnya.15 Tujuan dana desa secara prioritas penggunaannya dalam bentuk 

pembangunan sudah dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat desa. Melalui 

situs kemendes RI, mulai pada Tahun 2019 prioritas penggunaan dana desa 

untuk pemberdayaan masyarakat akan lebih ditingkatkan lagi agar 

perekonomian masyarakat dapat meningkat setiap tahunnya. 

Sejatinya, tujuan dilaksanakannya program dana desa itu sendiri 

merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut; 1) 

Meningkatkan pelayanan publik di desa. 2) Mengentaskan kemiskinan. 3) 

Memajukan perekonomian Desa. 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan 

                                                           
13 Humas Kemendes PDTT. 2019. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  

Dan Transmigrasi Republik Indonesia.  https://www. kemenkeu. go.id /publikasi/berita/akhir -2019- 

dana-desa-diharapkan-mengentaskan-9000 -desa-tertinggal/ (dilihat pada 10 Juni, pukul 10.29) 
14 Ibid., 
15 Humas Kemendes PDTT. 2019. Mendes PDTT Pastikan Gaji PLD 2019 Meningkat. 

http://kemendesa.go.id/berita/ (dilihat pada Tanggal 11 Juni 2020, pukul 23.14) 
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antar desa. 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari 

pembangunan.16 Oleh karenanya, suatu pengelolaan dana desa dapat dikatakan 

berhasil apabila telah menjalankan program-program dana desa berdasarkan 

tujuan tersebut. 

Semangat otonomi daerah dengan konsep desentralisasi17 sebenarnya 

memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mengambil 

peran yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terutama 

tentang pelaksanaan dana desa. Partisipasi masyarakat ini, menjadi tolak ukur 

untuk menentukan keberhasilan otonomi pada suatu daerah. Di samping itu, 

butuh figur seorang pemimpin dalam pengelolaan dana desa ini. Kepala desa 

selaku kepala roda kepemimpinan desa dibantu oleh sekretaris desa, 

pendamping desa, Badan Musyawara Desa (BPD) dan perangkat lainnya 

mempunyai tuntutan dan tantangan, sekaligus merupakan ujian terhadap 

kapabilitas dan kompetensi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan di 

tingkat bawah terutama dalam realisasi penggunaan dana desa. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.18 Salah 

                                                           
16 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (dilihat pada Tanggal 18 Mei 2020, pukul 13:34) 
17Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah 

penyerahan urusan pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 
18 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, (di akses 22 Februari 2020, 11:23) 
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satunya adalah proses pengelolaan dana desa. Untuk dapat mewujudkan 

pembangunan dan pemberdayaan manusia, pemerintah daerah harus dapat 

melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pemberdayaan 

masyarakat dan belanja publik serta pembangunan desa di dalam proses 

pelaksanaan pengelolaan dana desa bersama perangkat desa dan masyarakat. 

Pengelolaan dana desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen 

yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang 

kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan 

kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Manajemen 

pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pertanggungjawaban atau Pelaporan. Agar program-program dapat terlaksana 

tentunya perlu suatu manajemen pengelolaan yang baik. Pengelolaan dana desa 

merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat 

dan bantuan pemerintah daerah19 

Adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada 

pelaksanaan perlu untuk diterapkan dengan baik. Pengelolaan dana desa 

tersebut dikelola melalui berbagai kegiatan yang meliputi perencanaan, 

                                                           
19 Desa Arna Suryani. 2019. Manajemen Pengelolaan Dana. Jurnal Manajemen dan Sains. 4(2): 348-

354 
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pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa, hal ini terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 

2018 Tentang Keuangan Desa. Pengelolaan dana desa dijalankan oleh kepala 

desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 

(PTPKD). 20 Dalam hal mengelola dana desa, setiap tahapan pengelolaan dana 

desa didasari pada prinsip-prinsip good governance. Ini bertujuan agar 

pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa dan 

mencapai kesejahteraan masyarakatnya. 

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mulai menerima kucuran dana 

desa pada 2015 silam. Berdasarkan data 2017, pemerintah pusat 

mengalokasikan untuk Kuansing sejumlah Rp 166.211.742.000,00. Mengalami 

penurunan setahun kemudian, menjadi Rp 153.076.959.000,00. Kucuran dana 

desa kembali naik pada 2019 sebesar Rp 172.266.776.000,00. Rencananya 

2020 dana dikucurkan untuk masing-masing desa kembali naik Rp 

177.612.222.000,00. Naiknya alokasi dana desa pada Tahun 2020 dikarenakan 

adanya tambahan untuk desa yang memiliki kinerja dengan kategori baik. Desa 

yang memiliki kinerja baik ini diberi tambahan alokasi oleh pusat namanya 

dana alokasi kinerja.21 

                                                           
20 RK Junaidy, S Apriliyanti. 2019. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Koto Taluk Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Administrasi Negara.1 (2): 1-14 
21 Robi Susanto. 2019. Tak Ditemukan "Desa Hantu" Penerima Dana Desa di Kuansing. 

https://www.riauonline.co.id/riau/rantau-kuantan/read/2019/11/05/tak-ditemukan-desa-siluman-

penerima-dana-desa-di-kuansing. (dilihat pada Tanggal 12 Maret 2021, pukul 08:55) 
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Secara keseluruhan jumlah desa yang ada di Kabupaten Kuantan 

Singingi sebanyak 218 desa dan 22 desa di antaranya mendapat penilaian 

dengan hasil pengelolaan dana desa predikat kinerja terbaik. Selain itu, 

Kabupaten Kuantan Singingi juga mendapat beberapa penghargaan dari 

pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat. Keberhasilan pengelolaan 

dana desa di desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas 

dari peranan pemerintah desa yang menjadi penyelenggara dalam meraih 

keberhasilan. 

Kecamatan Kuantan Tengah yang merupakan ibukota Kabupaten 

Kuantan Singingi memiliki desa terbanyak dibandingkan dengan kecamatan 

lainnya. selain itu kepadatan penduduk tertinggi juga ditempati oleh Kecamatan 

Kuantan Tengah. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah 

sebanyak 20 desa yang 2 desa di antaranya yaitu Desa Pulau Banjar Kari dan 

Desa Koto Tuo Kopah memperoleh penilaian dengan kinerja terbaik dari 

Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa RI, untuk tahun anggaran 2020.  

Kepala Desa Pulau Banjar Kari yaitu Sudirman memiliki semangat 

tinggi untuk mengelola pemerintahannya dengan sebaik mungkin, hal ini 

ditandai pada saat wawancara dengan tim redaksi ranah riau.com: 

“Secara wilayah, desa kami terletak di wilayah pusat ibukota Kabupaten 

ini, yaitu Kecamatan Kuantan Tengah, jadi desa kami perlu 

meningkatkan infrastruktur maupun SDM yang berkualitas melalui 
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kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti mengadakan pelatihan-

pelatihan,” tutur Sudirman.22 

Keberhasilan pengelolaan dana desa di Pulau Banjar Kari selain dari 

peranan Pemerintah Desa-Nya juga didukung oleh stakeholder yang ada di 

Pulau Banjar Kari. Pemerintah Desa Pulau Banjar Kari dalam penggunaan dana 

desa baik dalam kegiatan infrastruktur maupun di bidang pemberdayaan 

masyarakat selalu melibatkan lapisan masyarakat, dimana dalam realisasi 

program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan 

musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang-Des) yang melibatkan 

ketua BPD beserta anggota, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pemuda 

masyarakat Desa Pulau Banjar Kari.  

Desa Koto Tuo Kopah juga memiliki karakteristik masyarakat yang 

sama dengan Desa Pulau Banjar Kari, dimana pemerintahan desa lebih 

menerapkan sistem bottom up dari pada top down. Sistem bottom up dinilai 

berhasil karena dalam prosesnya, setiap kebijakan ataupun kegiatan yang dibuat 

berdasarkan aspirasi warga Desa Koto Tuo Kopah dan dilandaskan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadi salah satu pendukung 

keberhasilan pemerintah desa dalam meraih penilaian kinerja terbaik dari 

Kementerian Keuangan selain dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. 

                                                           
22 Eki Maidedi. 2019. Kades Sudirman: 11 Unit RLH Telah Diterima Masyarakat Pulau Banjar Kari. 

https://www.ranahriau.com/berita-11631-kades-sudirman--11-unit-rlh-telah-diterima-masyarakat-desa-

pulau-banjar-kari.html (dilihat 7 Mei 2020, 21: 29) 
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Selanjutnya, penelitian-penelitian tentang dana desa cukup menarik 

perhatian bagi para peneliti sebelumnya, beberapa penelitian  yang relevan 

dengan penelitian penulis dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Ivan Yudianto Ekasari dan Sugiarti (2018) tentang Pengaruh Penerapan Sistem 

Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan 

Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok 

Kabupaten Karawang), Alvino dkk (2017) dengan judul penelitian Analisis 

Pengaruh Orientasi Konsensus, Tertib Hukum, Akuntabilitas, Transparansi 

Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di 

Kabupaten Bengkulu Selatan, dan penelitian Yusi Nurdiati (2019) yang 

berjudul Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan 

Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh 

Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. 

Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti topik dana desa ini, dengan berfokus kepada pengelolaan dana 

desa oleh pemerintah desa terhadap dana desa yang diberikan oleh pemerintah 

pusat. Karena dalam penelitian sebelumnya, peneliti belum mendapatkan 

penelitian yang berfokus kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan dana 

desa dengan melihat dari sudut pandang prinsip-prinsip good governance. 

Efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu 
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indikator penting, karena pemerintah desa memiliki peran utama untuk berhasil 

atau tidaknya suatu desa dalam mengelolah keuangan Desa-Nya masing-

masing. 

Oleh karenanya, dengan keberhasilan pengelolaan dana desa di 

Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu 

Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah yang menjadi fokus 

penelitian peneliti, alasan peneliti mengambil dua desa ini sebagai lokasi 

peneliti dikarenkan oleh dua desa ini terletak di ibukota kabupaten, namun tidak 

berada di pusat kota dan hanya dua desa inilah yang berhasil memenuhi 

indikator penilaian dari Kementerian Keuangan dari 18 desa dan 3 kelurahan 

yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada Tahun 2019. Sehingga hal ini 

patut diapresiasi dan dijadikan contoh untuk desa-desa lainnya yang ada di 

Kecamatan Kuantan Tengah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwa pengelolaan 

dana desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto 

Tuo Kopah di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 

sejak awal di salurkan dana desa mengalami kemajuan tiap tahunnya. Di 

samping itu, kapabilitas pemerintah kedua desa dalam mengelola dana desa 

menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa. Hal ini didasari oleh 

keberhasilan pengelolaan dana desa Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo 

Kopah dalam memenuhi beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat, yaitu desa dengan peningkatan indeks desa membangunan 
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(IDM), porsi pemberdayaan masyarakat lebih banyak, dan peningkatan pada 

pendapatan asli desa (PADes). Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk 

ingin mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan dana desa yang berada di Desa 

Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah di Kecamatan Kuantan Tengah, 

Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, Kabupaten Kuantan Singingi 

merupakan salah satu kabupaten yang sebagian besar desanya telah berhasil 

mengelola dana desa dengan baik. Pembagian dana desa di Kabupaten Kuantan 

Singingi sudah didasari oleh pasal 7 (2) tentang desa, pembagian dana desa yang 

telah dijelaskan di dalamnya dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah 

penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Kabupaten 

Kuantan Singingi sendiri memiliki luas wilayah 7.656 km2 dengan jumlah 

penduduk berkisar 321.216 jiwa. Ibu kota Kabupaten Kuansing terletak di 

Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk paling banyak. 

Tabel 1.2 

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten 

Kuantan Singingi 

No. Nama Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Jumlah Penduduk 

1.  Kuantan Mudik 564,28 24.163 

2. Hulu Kuantan 3.84,40 8.869 

3. Gunung Toar 165,25 13.956 

4. Pucuk Rantau 821,64 10.804 

5. Singingi 1.953,66 31.822 

6.  Singingi Hilir 1.530,97 38.424 

7. Kuantan Tengah 270,74 48.368 

8. Sentajo Raya 145,70 28.838 
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9.  Benai 124,66 16.363 

10. Kuantan Hilir 148,77 15.249 

11. Pangean 145,32 18.870 

12. Logas Tanah Darat 380,34 20.843 

13. Kuantan Hilir Seberang 114,29 13.364 

14. Cirenti 456,00 15.468 

15. Inuman 450,01 15.825 

 Total Keseluruhan  321.216 

Sumber: Data BPS Kabupaten Kuantan Singingi (2017) 

 

Berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing kecamatan di atas, 

dapat diamati bahwa kepadatan penduduk paling banyak terdapat di Kabupaten 

Kuantan Singingi, dengan jumlah penduduk mencapai 48.368 jiwa dan diikuti oleh 

Singingi Hilir setelah itu, dengan jumlah penduduk sebanyak 38.424 jiwa. 

Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit dialami oleh Kecamatan Hulu 

Kuantan, yaitu 8.869 jiwa.  

Tinjauan pengelolaan dana desa oleh Kabupaten Kuantan Singingi 

tergolong sangat baik. Hal ini ditandai dengan perolehan penghargaan yang 

didapatkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi. Pada Tahun 2018 Kabupaten 

Kuansing mendapatkan penghargaan penyaluran dana desa terbaik se-Riau dari 

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Keberhasilan dalam memperoleh 

penghargaan ini didasari oleh penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(siskeudes) versi 2.0 sejak Tahun 2017 dan desa-desa yang ada di Kabupaten 

Kuansing sudah 100% menggunakan aplikasi ini. Hal ini disampaikan oleh Bupati 
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Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Drs. H. Mursini, M.Si. Dalam ucapan 

terimakasih Nya, beliau mengungkapkan bahwa:23 

“Melalui Aplikasi Siskeudes ini, pada Tahun 2018 Kabupaten Kuansing 

mendapatkan penghargaan penghargaan penyaluran dana desa Terbaik se 

Riau dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Untuk itu, kami sampaikan 

terima kasih kepada Tim BPKP yang telah memberikan pemahaman 

kepada aparat kami dalam pengelolaan dana desa,” imbuh Bupati Kuansing 

itu. 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kuantan 

Singingi, yaitu H. Halim sebagai penerima penghargaan saat itu.24 

"Alhamdulillah Kuansing meraih peringkat pertama berkinerja terbaik 

dalam penyaluran dana desa. Ini artinya dana desa yang disalurkan 

pemerintah pusat bisa kita serap dan laksanakan dengan baik di 

lapangan," ujar H. Halim. 

Selanjutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Kuantan Singingi juga memperoleh penghargaan peringkat pertama 

dalam kategori pengelolaan dana desa terbaik semester pertama pada Tahun 2019. 

Kemudian, penghargaan kembali diperoleh oleh Kabupaten Kuantan Singingi dari 

pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuansing ini berbentuk 

                                                           
23 Setia Hadi Pranoto. 2019. Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik se-Riau, Kuansing 

Targetkan 100% Siskeudes 2.0. http://www.bpkp.go.id/riau/berita/read/21319/70/Raih-Penghargaan-

Penyaluran-Dana Desa-Terbaik-se-Riau-Kuansing-targetkan-100-Siskeudes-Versi-2.0.bpkp ( dilihat 

pada Tanggal 10 Mei 2020, pukul 00:23) 
24 Humas Kuansing. 2018. Kuansing Peroleh DIPA 2019 Rp 1,43 T. 

https://kuansing.go.id/id/blog/kuansing-peroleh-dipa-2019-rp-1-43-t.html (dilihat pada Tanggal 10 Mei 

2020, pukul 00:36) 
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Piagam WTP dan Plakat terbaik bagi daerah yang berhasil mencapai predikat WTP 

5 kali berturut-turut tentang LKPD mulai dari Tahun 2014 - 2018.25 

Berdasarkan data Dinsos PMD Kabupayen Kuantan Singingi, di bidang 

pemberdayaan desa, kucuran dana desa untuk 218 desa di Tahun 2019 sebesar Rp 

172.266.776.000,00. Penyaluran dana desa (DD) ini dilakukan sebanyak tiga kali 

atau bertahap dengan perincian 20, 40 dan terakhir 40. Sebanyak 218 desa di 

Kuansing yang menerima dana tersebut sudah teregister di Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri).26 

Pengelolaan keuangan daerah khususnya dana desa haruslah secara 

maksimal dan tepat sasaran guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. 

Pengalokasian dana desa dengan membuat program-program desa haruslah sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa yang diterima oleh Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi untuk disalurkan ke 218 desa yang ada, nyatanya 

dapat dikelolah oleh masing-masing desa dengan baik, terutama pada 22 desa yang 

mendapatkan penghargaan sebagai desa dengan kinerja terbaik. Berkat 

keberhasilan tersebut, 22 desa yang mendapatkan penilaian kinerja terbaik dari 

Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa RI, untuk Tahun anggaran 2020 ini 

                                                           
25 Ibid., (di lihat pada Tanggal 10 Mei 2020, pukul 00:58) 
26 Fakhrur Rodzi. 2019. Tak Ditemukan "Desa Hantu" Penerima Dana Desa di Kuansing. 

ttps://www.riauonline.co.id/riau/rantau-kuantan/read/2019/11/05/tak-ditemukan desa - siluman 

penerima-dana-desa-di-kuansing (di lihat pada Tanggal 10 Mei 2020, pukul 01:12) 



 

19 
 

akan mendapatkan dana tambahan alokasi dana desa. Nilai dana tambahan sebesar 

Rp 144.096.000 per desa.27 

Keberhasilan desa dalam pengelolaan dana desa didasari oleh beberapa 

indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu desa dengan 

peningkatan indeks desa membangunan (IDM), porsi pemberdayaan masyarakat 

lebih banyak, dan peningkatan pada pendapatan asli desa (PADes). Tiga indikator 

inilah yang menentukan desa berhasil atau tidaknya dalam pengelolaan dana desa 

khususnya dalam memperoleh penilaian dengan kinerja terbaik dari Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. 

Berdasarkan indikator di atas, Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo 

Kopah merupakan dua desa yang ada di kecamatan Kuantan Tengah sebagai 

ibukota kabupaten Kuantan Singingi berhasil melengkapi penilaian dalam kategori 

kinerja terbaik dari Pemerintah Pusat dari 20 desa yang ada di Kecamatan Kuantan 

Tengah pada Tahun 2019. Efektivitas pengelolaan Pemerintahan Desa Pulau 

Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah dalam mengatur penggunaan dana desa, 

merupakan kunci utama dalam keberhasilan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Sejauh ini, pengelolaan dana desa yang baik di desa Pulau Banjar Kari 

                                                           
27Riyaldi. 2019. 22 Desa di Kuansing Dapat Penghargaan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian 

Desa RI. https: //www. halloriau. com/read-kuansing -125211 -2020 -02-03 -22-desa- di-kuansing dapat 

penghargaan-dari-kementerian-keuangan-dan-kementerian-desa-ri-.html (di lihat pada Tanggal 10 Mei 

2020, pukul 01:23) 
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dan Desa Koto Tuo Kopah tidak lepas dari peranan dari kepala desa dan juga 

perangkat desa dan dibantu oleh lapisan masyarakat yang ikut berpartisipasi. 

Tabel 1.3 

Realisasi Dana Desa di Desa Pulau banjar kari 2020 

Uraian 

Dana Desa 

Realisasi Anggaran 

 725.267.000,00 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan 664.430.106,00 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 19.200.000,00 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 10.000.000,00 

Bidang Penanggulangan Bencana, 

Darurat, dan Mendesak 

15.000.000,00 

Surplus/ (Defisit) 708.630.106,00 

 Sumber: Data sekunder, Arsip Kantor Desa Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa dana desa yang 

diperoleh oleh Desa Pulau Banjar Kari sebanyak 725.267.000,00. Realisasi 

anggaran dana desa disalurkan pada beberapa bidang, yaitu bidang pelaksanaan 

pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan 

masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Bidang 

pelaksanaan pembangunan memperoleh anggaran terbesar dibandingkan dengan 

bidang lainnya yakni 664.430.106,00. 
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Tabel 1.4 

Realisasi APBDes di Desa Koto Tuo Kopah 2019 

Uraian 

Dana Desa 

Realisasi Anggaran 

 739.699.000,00 

Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

28. 693.000,00 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan 549.422.700,00 

 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 64.000.000,00 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 99.276.300,00 

Surplus/ (Defisit) 0,0 

Sumber: Data sekunder, Arsip Kantor Desa Tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, dana desa yang diperoleh oleh oleh Desa 

Koto Tuo Kopah sebesar 739.699.000,00 pada tahun anggaran 2019. Dana desa di 

Desa Koto Tuo Kopah dianggarkan kepada beberapa bidang pokok yaitu pada 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan desa Pulau Banjar 

Kari yang merealisasikan dana desa kepada bidang penanggulangan bencana, 

darurat dan mendesak, Desa Koto Tuo Kopah merealisasikan dana desa kepada 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel yang 

dicerminkan oleh kedua desa ini yaitu Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo 

Kopah dalam menjalankan setiap kebijakan maupun program yang dibuat akan 

mendorong tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang 

ekonomi. Keberhasilan dalam memperoleh penghargaan oleh pemerintah pusat 

tidak lepas dari kesuksesan setiap kepala desa dalam pengelolaan dana desa.  
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Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka hal yang menjadi 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa 

Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, 

Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas dasar penelitian dan permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, 

maka penelitian dimaksudkan antara lain: 

1.3.1 Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengelolaan dana desa di 

Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah, Kecamatan Kuantan 

Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan pengelolaan dana desa di 

Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah, Kecamatan Kuantan 

Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian 

dapat bermanfaat dalam beberapa manfaat, yaitu: 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber relevansi menyangkut topik 

tentang dana desa, sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat 

digunakan oleh peneliti di masa yang akan datang ataupun oleh lembaga 

kemasyarakatan. 
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1.4.2 Praktis 

Mampu mencermati secara kritis tentang pengelolaan dana desa oleh 

pemerintahan desa sehingga untuk kajian selanjutnya dapat diperbarui dan dapat 

mengoreksi pengelolaan dana desa yang dijalankan di suatu daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


